PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAY PRESIDEN RePUBLIK INDURESTA
S HO. 18 TARUN 1866,

KAKT , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a, bahwa [wukote Kegara Djskarta-Haye merupakan Xo%a Internasdional
tempat dimana pergoalan-persoalan Internasioral dalam bidang
Politik, Ekonomi, Sosial dan Xebudajaan diselesaikan dalanm rang-
za perdjoangan revolusioner, menentang Kolonialiswe den Imperi-
alispe dunia ;

b. bahwa untuk nembina keamanan Ibukote dalam fungsinja sebagsed
Kota Inusrrasional, perlu kesanggupan-kesangguovan Angkaten Xe—
Polisian Hepublik Indonesia Gitingketikan, diperkembangken, diw=
perlengkapl serta divina sebzgal suatu iletropolitan Police ;

C. behwa meudjelang persoalan-persoalan Irfernasionel jang akan
datang, Jjang diselerggerslkan di Ibukote Djakarta-Raya, pemba-
nguran pueiu ketropolitan Police meiupakan hal jang urgent dan
perlu dimasukkan dalam projek-projeir vitel LKandatarie M.P.5R.S.

d. bahwa bersemean dengan pembangunan Lelropolitan Police itu perly
tugas, cusunan dan wewenangnjs distur kembali ;

1. Xetetapan ILF.R.5. Ko.VI/PRS/1965 BA® I Pasal 2¢ 3

2. Undang~-undeng loneter Tahun Angzaran 1966 Pasal 1 (2) dan Pasal
6 3

3+ Penetanor Presiden Fo.7 tabun 1963

MEMUTUSKATDN

netapkan ¢

b

an

Membangun Konando Daerzh Aungkatan Kepolisian VII Djaya mendjadi
Wetropolitan Police jang Perentjanaan, versigpan dan yelalksanaan
peabangurannja diselenggarakan oleh Menveri/Panglima Angkatan Xe—
volisian.,

Menjataltan sevsial Projek ilandataris #.P.H.S. atas pembangunan
[etropoliten Police tersebut diatas dan nerupakan sebawai projek
vital sebaszinena dimaksud dalam Penetapan Pregiden No.7 tahun
1963 tentans yentjegahan dan/atau penutapan (lock-out) di Perusae
haan-perusahaan, Djawatan-djawatan dan Ezdan-baden jang vital,
Tugas, wewenang dan susunan ketropolitan Police itu diatur dengan
keputusan ilsnteri/Panglima Angkaten Kepolisian,

Suret Xeputusen iri mulai verlaku pade Sanggal ditetapkannijs.-—

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO



